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ABSTRAK

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas konstruksi adalah kualitas rekanan-rekanan yang
terlibat dalam proses konstruksi tersebut. Oleh karena itu, pemilihan rekanan harus dilakukan
sedemikian sehingga menghasilkan rekanan yang mampu melakukan tugas-tugasnya dengan baik.
Dalam pengadaan barang dan jasa milik publik/pemerintah, pemilihan rekanan yang berkualitas
tersebut harus sesuai aturan yang menekankan aspek keadilan, keterbukaan, persaingan,
akuntabilitas dan transparansi. Aturan tersebut seharusnya difahami oleh fihak-fihak terkait
sehingga aturan tersebut dapat terlaksana sesuai harapan dan menghasilkan rekanan yang
berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman penyedia jasa konstruksi
(kontraktor) tentang peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sampel penelitian ini diambil dari
kontraktor di wilayah Yogyakarta secara random. Responden mengisi kuesioner dengan pertanyaan
tentang aturan pengadaan barang tersebut. Data tersebut selanjutnya diolah sehingga didapat nilai
pemahaman kontraktor tentang aturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat
pemahaman kontraktor tentang aturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang relatif kurang adalah
di bagian sistem pengadaan dan kontrak pengadaan. Dari temuan tersebut, disarankan bahwa dalam
sosialisasi peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, dua bagian tersebut perlu mendapat
prioritas utama.

Kata Kunci: Kontraktor, Pelelangan, Pengadaan barang/jasa pemerintah, Manajemen konstruksi.

1. LATAR BELAKANG

Salah satu faktor yang mempengaruhi kulitas konstruksi adalah kualitas rekanan yang telibat dalam proses
konstruksi tersebut (Soeharto, 1995). Oleh karena itu, pemilihan rekanan harus dilakukan dengan cara sedemikian
sehingga menghasilkan rekanan yang mampu melakukan tugasnya dengan baik. Dalam pengadaan barang dan jasa
milik publik (pemerintah), proses pemilihan tersebut harus memiliki aspek keadilan, keterbukaan, persaingan,
akuntabilitas dan transparansi. Pengadaan barang dan jasa pemerintah ini perlu mendapatkan perhatian karena
menyangkut kepentingan masyarkat luas dan dana yang besar.

Aturan tenang pengadaan ini harus difahami oleh semua pihak yang tekait dengan proses pengadaan tersebut, tidak
terkecuali pihak penyedia jasa. Penyedia jasa semestinya mengetahui peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah
ini. Hal ini diperlukan agar penyedia jasa:

a) mengetahui hak dan kewajibannya sebagai peserta lelang pengadaan;
b) dapat berpartisipasi aktif menjalankan prinsip-prinsip pengadaan  yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka,

bersaing, adil, akuntabel;
c) mengetahui reward dan punishment dalam pengadaan barang/jasa;
d) terpacu untuk melaksanakan etika pengadaan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembangunan melalui

jasa konstruksi.
Sebaliknya, ketidaktahuan mengenai peraturan pengadaan ini akan mengakibatkan penyedia jasa sulit mendapatkan
pekerjaan, atau akan mengakibatkan masalah dalam pelaksanaan pekerjaannya (Musyafa, 2011).

Oleh karena itu, penyedia jasa harus didorong untuk memahami aturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dorongan tersebut salah satunya bisa melalui sosialisasi peraturan. Bagaimanapun, sosialisasi akan lebih efektif jika
didasarkan pada analisis pemahaman penyedia jasa.
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2. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pemahaman penyedia jasa pelaksana konstruksi tentang
peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. BATASAN MASALAH

Batasan pada penelitian ini bertujuan agar penelitian dapat terarah sesuai dengan tujuan. Adapun anggapan dan
batasan-batasan yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a) Responden dalam penelitian ini adalah penyedia jasa pelaksanaan konstruksi yang terdaftar di Kabupaten
Sleman dan Kota Yogyakarta, DIY.

b) Pertanyaan dalam kuesioner dibuat berdasarkan ketentuan yang yang ada dalam Peraturan Presiden No 54
Tahun 2010.

c) Pengambilan data dilakukan pada tahun 2011/2012

4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan oleh:

a) Pembina masyarakat jasa konstruksi untuk bahan evaluasi;
b) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai bahan untuk peningkatan kualitas penyedia jasa

konstruksi;
c) Penyedia jasa konstruksi untuk usaha peningkatan pemahaman mengenai tatacara pengadaan barang/jasa

pemerintah.

5. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ditujukan untuk mengetahui tentang: manajemen pengadaan, peraturan pengadaan barang/jasa
Pemerintah dan pentingnya pemahaman peraturan tersebut. Berdasarkan pustakan ini, dapat ditentukan pokok-
pokok aturan yang harus difahami oleh kontraktor. Selain itu, tinjauan pustaka ini juga mempelajari karakteristik
kontraktor di wilayah survai.

Manajemen Pengadaan

Manajemen pengadaan barang/jasa adalah tata kelola proses kegiatan untuk memperoleh barang/Jasa yang sesuai
kebutuhan pengguna atau pemilik (Soeharto, 1995).  Manajemen ini dapat mempengaruhi kualitas produk melaui
kualitas barang/rekanan yang terpilih dari proses tersebut. Dalam proyek konstruksi, kualitas rekanan tersebut
mempunyai konstribusi yang besar pada kualitas produk dari proyek tersebut (Soeharto, 1995). Rekanan tersebut
meliputi konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pelaksana konstruksi (Soeharto, 1995). Oleh karena itu,
proses pemilihan pihak rekanan tersebut merupakan salah satu proses yang penting dalam rangkaian rekayasa
konstruksi. Untuk pengadaan barang/jasa yang didanai oleh publik/pemerintah, maka pengadaan tersebut harus
dilakukan secara transparan, adil dan akuntabel sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara publik.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah pengadaan barang/jasa oleh institusi pemerintah atau barang/jasa yang
biaya oleh anggaran pemerintah. Saat ini, peraturan yang berlaku dalam pengaturan pengadaan barang/jasa
pemerintah adalah Peraturan Presiden (Perpres) no. 54 tahun 2010 dengan perubahannya yaitu Perpres no. 35 tahun
2011 dan Perpres no. 70 tahun 2012. Sesuai dengan tujuan pengadaan, peraturan ini dibuat  untuk menciptakan
persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa, berdasarkan metode dan tata cara yang transparan dan
akuntabel sehingga terpilih penyedia barang/jasa terbaik.

Secara umum, Perpres tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu kelompok: ketentuan umum, tugas para
pihak, sistem pengadaan, kontrak pengadaan, dan tahapan lelang dan kelengkapan dokumen. Kelima kelompok itu
harus difahami oleh pihak-pihak yang terkait, oleh karena itu kelima kelompok tersebut diturunkan menjadi soal-
soal dalam kuisioner.

Peraturan Pengadaan

Pemahaman tentang aturan pengadaan oleh pihak-pihak yang terlibat diperlukan agar aturan yang bertujuan baik
tersebut dapat dilaksanakan. Pihak yang terlibat tersebut termasuk penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
(kontraktor). Sesuai dengan isi peraturannya, uji tersebut dapat dikelompokkan menjadi: pengertian umum,
tugas/wewenang para pihak, sistem pengadaan, kontrak pengadaan, dan tahapan lelang/kelengkapan.
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Ketentuan umum berisi dasar-dasar peraturan dan definisi-definisi yang ada dalam peraturan pengadaan seperti:
definisi-definisi istilah yang ada dalam peraturan. Ketentuan ini harus difahami oleh kontraktor agar kontraktor
dapat mengikuti proses pengadaan dengan baik.

Tugas/wewenang pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelelangan harus difahami oleh kontraktor sebagai calon
penyedia jasa. Pihak-pihak tersebut meliputi: Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan
Pengadaan/ Pejabat Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Sistem pengadaan adalah salah satu dasar peraturan yang perlu difahami oleh kontraktor sebagai peserta lelang.
Oleh karena itu, pertanyaan tentang sistem pengadaan perlu disertakan. Sistem pengadaan ini meliputi: dasar-dasar
pemilihan sistem pengadaan dan metode-motode yang digunakan dalam suatu metode pengadaan.

Kontrak adalah perjanjian antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam pengadaan barang/jasa. Aturan tentang
kontrak pengadaan ini juga harus difahami oleh kontraktor. Menurut aturan, kontrak pengadaan dapat dibedakan
berdasar: cara pembayaran, tahun anggaran, sumber dana, jenis pekerjaan. Di dalam kontrak ini ada istilah-istilah
yang perlu difahami oleh para pihak, khususnya penyedia jasa.

Tahapan dan kelengkapan dokumen dalam pengadaan merupakan hal mendasar yang harus difahami oleh pihak-
pihak yang terlibat. Dari berbagai sistem pengadaan, terdapat hal-hal yang secara umum  perlu diketahui oleh
penyedia jasa misalnya metode-metode kualifikasi, penyampaian dokumen, evaluasi dan sanggahan. Pembagian soal
dalam kuisioner ditunjukkan pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa cacah soal adalah 25 yang terbagi menjadi 5
kelompok yang masing-masing kelompok diwakili oleh lima soal.

Tabel 1. Pengelompokan pertanyaan dalam kuisioner

No Kelompok Cacah soal
1 Ketentuan umum 5
2 Tugas para pihak 5
3 Sistem pengadaan 5
4 Kontrak pengadaan 5
5 Tahapan & dokumen 5

Total 25

Kualifikasi Kontraktor

Kontraktor adalah salah satu jenis penyedia jasa konstruksi yang bergerak dalam tahap pelaksanaan (Soeharto,
1995). Secara umum, tahap pelaksanaan ini menyedot sebagian besar pendanaan suatu proyek, oleh karena itu
kontraktor merupakan salah satu pemangku kepentingan yang utama dalam proyek konstruksi (Soeharto, 1995).

Kualifikasi kontraktor buat oleh LPJK didasarkan pada struktur organisasi, potensi, kekayaan dan kompetensinya.
Di Indonesia, kualifikasi kontraktor dibagi menjadi tujuh grade sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.
Pengambilan sampel sudah mempertimbangkan kualifikasi kontraktor tersebut.

Tabel 2. Kualifikasi Kontraktor

Grade Golongan
Bentuk
Usaha

Nilai Proyek
(Rp)

Kekayaan
Bersih

Batas Jml
Bidang dan
Sub-Bidang

7 Besar
PT,
Perusahaan Asing

1 M –tidak
terbatas

>10 M
Sesuai
kompetensi

6 Besar PT 1M-25 M 3-10 M
12 sub-bidang
dari 5 bidang

5 Menengah PT 1M-10 M 1-3 M
10 sub-bidang
dari 5 bidang

4 Kecil
PT, CV,
Firma, Koperasi

Maks 1M 400 jt–1M
8 sub-bidang
dari 5 bidang

3 Kecil PT Maks 600 Jt 100-800 Jt
6 sub-bidang
dari 5 bidang

2 Kecil PT Maks 300 jt 50-600 Jt
4 sub-bidang
dari 4 bidang

1 - Orang-perorangan - - 2 sub-bidang
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6. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menjelaskan tentang sampel, pengumpulan data dan analisis data.

Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel untuk mewakili populasi kontraktor yang ada dalam daftar anggota Gabungan
Pengusaha Jasa Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) tahun 2011. Sampel dalam penelitian ini diambil dari
kontraktor yang berdomisili di wilayah Yogyakarta. Berdasarkan golongannya, kontraktor dibagi menjadi tiga strata,
yaitu golongan besar, menengah, dan kecil. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan metode stratified random
sample (Nazir, 2003).

Untuk menentukan jumlah sampel yang diperlukan, terlebih dahulu perlu diketahui jumlah populasi, variasi
populasi, sampling error yang dapat ditoleransi, dan tingkat kepercayaan yang diinginkan (Eriyanto, 2007). Jumlah
populasi kontraktor dalam penelitian ini adalah 290 kontraktor yang tidak tersebar merata di setiap strata, sehingga
nilai variasi populasi yang digunakan sebesar 0,25 (Eriyanto, 2007). Sampling error yang digunakan dalam
penelitian ini sebesar 9,5% (<10%), sedangkan tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 68%. Jumlah sampel
yang diperlukan berdasar Persamaan (1) adalah 25 sampel. Dikarenakan perbedaan jumlah subpopulasi yang cukup
mencolok, maka tipe pengambilan sampel akan menggunakan alokasi sampel berimbang dengan besar strata. Hasil
perhitungan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Populasi dan Sampel yang Diperlukan

Golongan Populasi
Persen

populasi
Sampel Realisasi

Besar 14 4,83 1,21 2

Menengah 33 11,38 2,84 3

Kecil 243 83,79 20,95 20

Total 290 100 25 25

(1)

Keterangan:

n = jumlah sampel; Z =  koefisien  1 karena tingkat kepercayaan 68 %; p (1-p) = 0,25 yaitu variasi populasi yang
tidak tersebar secara merata di setiap strata; E = sampling error=0,095 ; N = Jumlah populasi=290

Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, digunakan sebuah instrumen yang berupa kuisioner dengan model pertanyaan tertutup untuk
mendapatkan data primer, yaitu jawaban responden yang ditunjuk untuk mewakili perusahaan kontraktor. Jawaban
ini yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman kontraktor terhadap peraturan pengadaan barang/jasa
pemerintah.

Analisis

Setelah semua data tes terkumpul, data dianalisis untuk mengetahui hasil penelitian. Bentuk penilaian di setiap soal
adalah: jawaban benar  dinilai = +3, salah = -1 dan tidak dijawab = 0. Hal ini dimaksudkan untuk menekan
kemungkinan responden menjawab secara acak. Sehingga respoden diharapkan menjawab pertanyaan yang ada
sesuai dengan pemahaman yang dimilikinya. Bentuk penilaian ini sekaligus membuat responden yang tidak
menjawab semua soal, secara otomatis akan mendapatkan nilai nol. Dengan demikian perhitungan nilai setiap
responden adalah seperti Persamaan (2).

Xt= 3 * Na + (-1) * Nb + 0 * Nc (2)

Keterangan: Xt= Nilai mentah responden; Na= Jumlah soal terjawab benar; Nb= Jumlah soal terjawab salah; Nc=
Jumlah soal yg tidak dijawab.
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Untuk analisis, soal uji (kuisioner) dibagi menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk mengetahui aspek yang
paling dipahami maupun yang kurang dipahami dari peraturan. Soal akan dibagi menjadi lima kelompok yaitu
ketentuan umum, tugas para pihak, sistem pengadaan, kontrak pengadaan dan tahapan lelang dan dokumen.
Pembagian dalam lima aspek tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

7. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan rencana, data diperoleh dari 25 sampel acak yang memberikan respon kuisiner yang terdiri dari 25
pertanyaan tentang aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Deskripsi data tersebut dapat dilihat pada  Tabel 4
yang menunjukkan kelompok soal, cacah soal dan sample, nilai minimum dan maksimum dari jawaban soal, median
dan modus, penjumlahan dari nilai jawaban, dan devisi standar. Dari deskripsi ini sudah nampak kecenderungan
nilai atau pemahaman dari responden. Namun demikian analisis yang lebih mendalam perlu dilakukan.

Tabel 4. Deskripsi data

No Kelompok N Soal N
Sampel

Min Mak Median Modus Sum Dev. Std.

1 Ketentuan umum 5 25 -1.00 3.00 3 3 183 1.92833
2 Tugas para pihak 5 25 -1.00 3.00 3 3 156 1.91200
3 Sistem pengadaan 5 25 -1.00 3.00 -1 -1 93 1.92983
4 Kontrak pengadaan 5 25 -1.00 3.00 3 3 136 1.95108
5 Tahapan & dokumen 5 25 -1.00 3.00 3 3 217 1.85413

Total 25

Hasil

Sesuai dengan tujuan penelitian, hasil penelitian ini berupa ranking pemahaman kontraktor dalam kelompok/bagian
dari peraturan pengadaan tersebut. Selengkapnya, hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 yang menunjukkan cacah
dari jawaban benar, pertanyaan tidak terjawab, dan jawaban salah. Dari jawaban responden tersebut, nilai dari
masing-masing kelompok soal yang dihitung dengan persamaan (2). Kemudian nilai dalam bentuk persentase dan
ranking dari nilai tersebut juga disajikan dalam table tersebut.

Tabel 5. Analisis data

No Kelompok N
Jawaban

Benar

N
Tidak

Terjawab

N
Jawaban

Salah

Nilai Nilai
(%)

Ranking Keterangan

1 Ketentuan umum 76 4 45 183/375 0.49 2
2 Tugas para pihak 67 13 45 156/375 0.42 3
3 Sistem pengadaan 52 10 63 93/375 0.25 5
4 Kontrak pengadaan 63 9 53 136/375 0.36 4
5 Tahapan & dokumen 85 2 38 217/375 0.58 1 Paling difahami

Total 343/625 38/625 244/625

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa kelompok/bagian peraturan yang paling dikuasai oleh responden adalah bagian
tahapan dan dokumen lelang, disusul bagian ketentuan umum lelang. Sedangkan bagian yang relatif paling tidak
dikuasai oleh responden adalah sistem pengadaan disusul bagian kontrak pengadaan.

Pembahasan

Secara umum, penelitian ini dapat menemukan sesuatu yang baru sesuai tujuan penelitian.  Dilihat dari nilai rerata
yang berada di bawah 50, membuktikan bahwa responden belum cukup memahami peraturan dengan baik bahkan
belum mencapai separuhnya.

Pemahaman responden yang relatif baik di bagian tahapan dan dokumen lelang dapat disebabkan bagian ini
merupakan aspek yang senantiasa dilalui para kontraktor di setiap lelang. Sedangkan, pemahaman yang relatif
kurang baik dalam  sistem pengadaan dapat dikarenakan sistem pengadaan kurang dipahami karena kontraktor
cenderung tidak untuk menghafal jenis-jenis kontrak, dengan alasan cukup mengikuti apa yang diinginkan pihak
pemilik.

Instrumen penelitian ini disusun secara mandiri atau belum baku. Oleh karena, penelitian dengan menggunakan
istrumen yang berbeda masih perlu dilakukan. Selain itu,
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Usaha generalisasi hasil penelitian ini dimulai dari mempelajari populasi, penentuan jumlah sampel, pengambilan
sampel secara acak. Oleh karena itu, dengan batasan sebagaimana disebut dalam pengambilan sampel, hasil ini bisa
digeneralisasi untuk populasi kontraktor di wilayah kabupaten Sleman dan kota Yogyakarta saja.

8. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tahapan dan
kelengkapan dokumen lelang merupakan peraturan yang paling dipahami dalam proses pengadaan. Sedangkan
bagian yang belum baik dipahami adalah mengenai pemilihan sistem pengadaan.

Saran

Perlu diadakan sosialisasi mengenai peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah kepada kontraktor-kontraktor agar
memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

Sosialisasi peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah ini hendaknya diprioritaskan mengenai perubahan-
perubahan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya terutama mengenai sistem pengadaan/lelang. Pada
penelitian berikutnya disarankan mengambil lebih banyak responden dengan menggunakan instrumen yang berbeda.
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